SALINAN
NOMOR 3/C, 2007

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI |JIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a
b.
C.
Mengingat D1
2.

WALIKOTA MALANG,

bahwa penggunaan tanah oleh perusahaan dalam rangka investasi
harus memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, keadilan dan
kemanfaatan;

bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan bidang
Pertanahan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan, khususnya yang berkaitan
dengan pemberian ljin Lokasi, perlu diatur lebih lanjut mengenai
Penyelenggaraan dan Retribusi 1jin Lokasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi 1jin Lokasi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propins Jawa-
Timur, JawaTengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa
Y ogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2043);



. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa ljin yang Berhak atau Kuasanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 15833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2106);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2940);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3689);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4468);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Maang dan
Kabupaten Daerah Tingkat |l Maang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 115 Tahun 1995;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan;

Peraturan Menteri Negara AgrariaddlKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang ljin Lokasi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Malang
Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat |1 Malang
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Malang
Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);



26. Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-
2011(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 7
Seri C);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

DAN RETRIBUSI 1JIN LOKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adal ah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Maang.

Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh ijin
untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesua dengan ketentuan yang
berlaku.

ljin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin
pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha

penanaman modal.

Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak
memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Retribusi Ijin Lokasl yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pemberian ijin lokasi.

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan ijin lokasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribus Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan
oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib retribusi sebagai
dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan

perundangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau yang tidak

seharusnya terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Maang yang diberi
wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

mel akukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan retribusi ijin
lokas yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Penyelenggaraan ljin Lokasi;
b. Retribusi ljin Lokasi.



BAB II1
PENYELENGGARAAN IJIN LOKASI

Bagian Kesatu
Ketentuan Perijinan

Pasal 3

(1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wagjib

)

3)

mempunyai ijin lokas untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk

melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal

sebagai mana dimaksud pada ayat (2).

ljin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang

bersangkutan dalam hal :

a

tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang
saham;

tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasa oleh
perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh
rencana penanaman modal perusshaan lain tersebut dan untuk itu telah
diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;

tanah yang akan diperoleh diperlakukan dalam rangka melaksanakan usaha
industri dalam suatu kawasan industri;

tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara
pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan
pengembangan tersebut;

tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah
berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh ijin perluasan usaha sesual
ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan
lokasi usaha yang bersangkutan;

tanah yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal
tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak
lebih dari 10.000 m? (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal
adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan
ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana
Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai
dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan

memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang

bersangkutan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.



(4)

Setiap Perusahaan yang membebaskan tanah dan/atau menggunakan tanah yang
sudah dimiliki dan dikuasai yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha
pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, usaha industri dan
usaha lainnya yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar harus memiliki Ijin Lokasi
yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Setigp orang dan/atau perusshaan yang memiliki tanah yang luasnya kurang dari

1 (satu) Ha untuk pembangunan industri, jasa dan perumahan wajib mengajukan site plan
(rencana tapak) kepada Walikota atau Pegjabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Ijin

Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Kantor Pertanahan.

)

)

3)

(4)

Bagian Kedua
Jangka Waktu Ijin Lokasi

Pasal 5

ljin Lokas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), diberikan untuk jangka
waktu sebagal berikut :

a. ljin Lokas seluas sampai dengan 25 Ha . 1 (satu) tahun;
b. ljinLokas seluaslebihdari 25Hasd50 Ha  : 2 (dua) tahun;
c. ljinLokas seluaslebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.

Perolehan tanah oleh pemegang ijin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu
ijin lokasi.

Apabila dalam jangka waktu ijin lokas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perolehan tanah belum mencapa 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang
ditunjuk dalam ijin lokas makaijin lokas tidak dapat diperpanjang.

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu ijin lokas,

termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka

perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang ijin lokasi dan terhadap
bi dang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :

a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman moda dengan
penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila
diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang
tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;

b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.



1)

)

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Perijinan

Pasal 6

Syarat-syarat pengajuan ijin lokas sebagai berikut :
a. identitas pemohon;

b. profil perusahaan;

kejelasan peruntukan;

letak dan luas;

batasan-batasan;

-~ o o o

kesesuaian dengan tata ruang wilayah;
g. kesanggupan yang bersangkutan untuk mengelola tanah.

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), syarat-syarat teknis
lainnya akan diatur |ebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi

Pasal 7

ljin lokasi diproses setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

ljin lokas diberikan berdasarkan pertimbangan mengena aspek penguasaan tanah
dan teknis tata guna tanah meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang

bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.

Keputusan pemberian ijin lokas ditandatangani oleh Walikota setelah diadakan
rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk.

Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipersigpkan oleh
Kantor Pertanahan.

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai konsultasi dengan
masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi empat aspek sebagai

berikut :

a. penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan
dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta

penyel esalan masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;



b. pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh
penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari aternatif pemecahan
masal ah yang ditemui;

c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial
dan lingkungan yang diperlukan;

d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya

ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan ijin lokasi.

Pasal 8

Jangka waktu penyelesaian ijin lokasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

berkas lengkap.
BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9
(1) Pemegang ijin lokasi diijinkan untuk membebaskan tanah dalam areal ijin lokas

(2)

3)

(4)

dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak
atau pihak yang mempunya kepentingan tersebut dengan cara jua beli, pemberian
ganti kerugian, konsolidas tanah atau caralain sesua ketentuan yang berlaku.

Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang ijin lokas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain
yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui,
termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah
untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) dan kewenangan untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya
sesual rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya
kepada pihak lain.

Pemegang ijin lokas wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah
yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau
mengurangi aksebilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta
melindungi kepentingan umum.

Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain,
maka kepada pemegang ijin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan
kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan

untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

10



Pasal 10

Pemegang ijin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
kepada Kepala Badan Urusan Tanah dan Rumah mengenai perolehan tanah yang sudah
dilaksanakannya berdasarkan ijin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut yang
tembusannya disampaikan kepada K epala Kantor Pertanahan.

Pasal 11

ljin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Walikota
atau Pgjabat yang ditunjuk.

BAB V
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUS

Pasal 12
Dengan nama Retribusi 1jin Lokasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas ijin lokas
yang diterbitkan di Daerah.

Pasal 13
Subyek Retribusi adalah perusahaan yang mendapat Ijin Lokasi.

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah ljin Lokasi yang diberikan oleh Walikota atau Pegabat yang
ditunjuk.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 15

Retribusi 1jin Lokas digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Setiap pemberian ljin Lokasi atau perpanjangan oleh Pemerintah Daerah dikenakan
retribusi yang besarnya sebagai berikut :

a. untuk industri sebesar Rp. 3.000,00/m? (tigaribu rupiah per meter persegi);

b. untuk jasa sebesar Rp. 2.500,00/m? (duaribu lima ratus rupiah per meter persegi);

11



C. untuk perumahan dengan luasan :
1. 1 (satu) Ha sampai dengan 5 (lima) Ha sebesar Rp. 200,00/m?2 (dua ratus rupiah
per meter persegi);
2. diatas 5 (lima) Ha sampai dengan 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp. 150,00/m? (seratus
lima puluh rupiah per meter persegi);
3. diatas 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp. 100,00/m? (seratus rupiah per meter persegi).
d. untuk lembaga pendidikan sebesar Rp. 100,00/m? (seratus rupiah per meter persegi).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17

Retribusi Ijin Lokasi di pungut di Wilayah Daerah.

BAB IX
RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Daam ha SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya,
maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk danisi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.
Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SKRD tambahan.

12
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(2)

3)

)
2

3)

(4)

D)

(2)

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKB.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

Pembayaran Retribus dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan
SKRD Tambahan.

Daam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam
atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 23
Pembayaran retribusi harus dilakukan secaratunai atau lunas.

Walikota atau Pegabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur
lebih lanjut oleh Walikota.

Walikota atau Pegjabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan tanda
bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
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(3 Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XllI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribus dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sgjak

jatuh tempo pembayaran.

(2) Daam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat

lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27
(1) Walikotadapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 28

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribus atau bukan karena
kesal ahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan Retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan,
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanks administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagai mana dimaksud pada ayat (3), harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sgjak tanggal diterima SKRD dan
STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung

permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sgak Surat
Permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota
atau Pegabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan
pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 29

(1) Wajib Retribus dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.
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(2)

3)
(4)

1)

(2)

3)

D)

(2)

3)

(4)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan
secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua)
bulan sgjak tanggal SKRD dan STRD.

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus
diputuskan oleh Walikota atau Pegjabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sgjak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Pasal 30

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan segjak tanggal surat
keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang digjukan dalam bentuk Surat Keputusan
K eberatan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang digjukan
dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribus dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sgak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan
Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

ApabilaWgjib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
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(6)

1)

2

3)

@)

(2)

1)
(2)

3)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paing lama 2 (dua) bulan sgak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat

jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 32

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi digjukan secara tertulis
kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. namadan alamat Wajib Retribusi;

b. masaRetribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. aasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
padaayat (1), disasmpaikan secaralangsung atau melalui Pos tercatat.

Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar K elebihan Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS

Pasal 34

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi riil Wajib Retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Walikota.
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(2)

1)

2
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BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun sgjak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wgjib
Retribusi melakukan tindak pidanadi bidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh

apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran;

b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
ljin Lokas
Pasal 36
[jin Lokasi dapat dicabut karena salah satu atau sel uruh sebab berikut ini :
a. Pemegang ijin mengalihkan kepada orang lain tanpa persetujuan Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk;

b. tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.
Pencabutan ljin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-
masing peringatan berjangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
Pemberian peringatan atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Retribusi

Pasal 37

Daam ha Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.
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2)

3)

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1), Pasal 4, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11, diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh
jutarupiah).

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah
pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 39

Selain oleh pegabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, dapat dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya dan
kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

)

Pasal 40

Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPNS

berwenang :

a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. mendliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana;
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(2)

3)

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti  pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

barang bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak

pidana;

. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat

kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa;

i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi pengelolaan

air tanah;

j. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

. menghentikan penyidikan;

. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana.

Penyidik membuat Berita Acara setigp melakukan tindakan penyidikan atau
pemeriksaan, mengenai :

a. pemeriksaan tersangka;

b. penyitaan benda atau barang;

C. pemeriksaan surat;

d. pemeriksaan saksi;

e. pemeriksaan di tempat kejadian.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua ljin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini

tetap berlaku sampai dengan berakhirnyalljin.
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BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesa
diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun segjak tanggal Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 43
Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penyelenggaraan ljin Lokasi
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
padatangga 26 Maret 2007

WALIKOTA MALANG,
ttd
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang
padatanggal 28 Maret 2007
SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG,
ttd
Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP.510 100 880
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PENGATURAN DAN RETRIBUSI IJIN LOKAS

PENJELASAN UM UM

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan, terdapat 9 (sembilan) jenis urusan yang
kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/K ota yang salah satunya

kewenangan pemberian ijin lokasi.

Bahwa mengingat pemberian ijin lokas merupakan urusan yang kewenangannya
sudah diserahkan kepada daerah otonom, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah
sebagai dasar untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pemberian ijin lokasi untuk kegiatan usaha
pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, usaha industri dan
usaha lainnya yang luas lokasinya 1 (satu) hektar ke atas serta mengatur besarnya

retribusi yang harus dibayar sebagai timbal balik atas pelayanan ijin lokasi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para
pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Retribusi ljin Lokasi
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib
administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut
mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang
Penyelenggaraan dan Retribusi 1jin Lokasi.

Pasal 2
Cukup jelas.

22



Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
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Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan
berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama
dengan pihak ketiga Dengan sangat selektif dalam proses
pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak
bekerjasama badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan
sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efsien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan
dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan, penyetoran
retribusi dan penagihan retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian
kel ebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua)
bulan sgiak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Lebih Bayar (SKRDLB) sampa dengan dilakukannya
pembayaran kelebihan.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi
kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat
ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a
Daam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa
penagihan dihitung sgak tanggal penyampaian surat
teguran tersebut.
Huruf b
Y ang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara
langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak
langsung adalah Wgjib Retribusi tidak secara nyata-nyata
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langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai
utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan
angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan
keberatan.
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi
Perusahaan, Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.
Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi
harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan
Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan
kerugian keuangan Daerah.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 43
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